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ABSTRACT  
Indonesia is known as a country with a pluralistic legal system consisting of state law, 
religious law, and customary law that develops and lives within society. The existence of 
customary law, including the application of customary sanctions, continues to play an 
important role in resolving various social conflicts in several regions of Indonesia. However, 
the existence of customary sanctions within the national criminal justice system often raises 
debates, considering that the Indonesian criminal law system is fundamentally based on 
written law and the principle of legality. This study aims to analyze the concept of customary 
sanctions in customary criminal law, examine the existence and role of customary sanctions 
within the Indonesian criminal justice system, and explore the integration of customary 
sanctions in the reform of national criminal law. The research method used in this study is 
normative legal research employing statutory and conceptual approaches, conducted through 
a literature review of various books and relevant national and international journals. The 
results of this study indicate that customary sanctions still hold a strong position in 
community life as a conflict resolution mechanism that emphasizes the restoration of social 
balance. Furthermore, the recognition of the concept of living law in Law Number 1 of 2023 
concerning the Criminal Code demonstrates an effort to integrate customary law into the 
national legal system. Through this integration, it is expected that a criminal justice system 
that is more responsive to social values and local wisdom within Indonesian society can be 
established. 
Keywords: Customary Sanctions, Customary Criminal Law, Criminal Justice System.  

 
ABSTRAK 
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yang 
meliputi hukum negara, hukum agama, serta hukum adat yang berkembang dan hidup dalam 
masyarakat. Keberadaan hukum adat, termasuk penerapan sanksi adat, hingga saat ini masih 
memegang peranan penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial di sejumlah daerah di 
Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana 
nasional seringkali menjadi perdebatan, mengingat sistem hukum pidana di Indonesia pada 
dasarnya berlandaskan pada hukum tertulis serta prinsip legalitas. Analisis ini bertujuan 
untuk menganalisis konsep sanksi adat dalam hukum pidana adat, mengkaji keberadaan serta 
peran sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta menelaah bagaimana 
integrasi sanksi adat dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai literatur serta jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan 
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topik analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi adat masih memiliki kedudukan 
yang kuat dalam kehidupan masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang 
menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Selain itu, pengakuan terhadap konsep 
living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam 
sistem hukum nasional. Melalui integrasi tersebut diharapkan dapat tercipta sistem peradilan 
pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia.  
Kata Kunci: Sanksi Adat, Hukum Pidana Adat, Sistem Peradilan Pidana. 
 

PENDAHULUAN  
Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat luas, 

baik dari segi budaya, etnis, maupun sistem nilai yang berkembang di tengah 
kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut tidak hanya tampak dalam 
aspek sosial dan kebudayaan, tetapi juga tercermin dalam sistem hukum yang 
berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan sistem pluralisme 
hukum yang meliputi hukum negara, hukum agama, serta hukum adat. Hukum adat 
sendiri merupakan seperangkat norma yang berkembang secara turun-temurun 
dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial. 
Selain mengatur kehidupan sosial masyarakat, hukum adat juga menyediakan 
mekanisme penyelesaian konflik, termasuk dalam perkara pidana melalui 
penerapan sanksi adat (Fianusman Laia, 2024).  

Dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki peranan yang cukup penting 
dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. 
Sejumlah komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Dayak, Minangkabau, 
Bali, serta masyarakat adat di kawasan Indonesia Timur, masih memanfaatkan 
mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Proses penyelesaian 
tersebut umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, 
pihak pelaku, korban, serta masyarakat setempat. Tujuan utama dari mekanisme 
tersebut bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, 
melainkan untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat 
terjadinya pelanggaran norma. Dengan demikian, karakter hukum adat berbeda 
dengan hukum pidana formal yang lebih menitikberatkan pada aspek penghuk 
(Surya Hamdani, 2022).  

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat dalam sistem hukum 
Indonesia telah diakui oleh negara. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian 
integral dari sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat, 
termasuk penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran norma, memiliki dasar 
legitimasi yuridis dalam sistem hukum Indonesia  (Nugraha, 2021) 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 4 Number 2, 2026 
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  6023 
 

Copyright; Renhard Imanuel, Andika Wijaya, Rizki Setyobowo Sangalang 

Meskipun demikian, penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara 
pidana kerap menimbulkan perdebatan dalam perspektif sistem peradilan pidana 
nasional. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada 
hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis. Prinsip 
ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan 
hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-
undangan. Di sisi lain, hukum adat bersifat tidak tertulis dan berkembang secara 
dinamis sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Perbedaan 
karakteristik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi serta 
eksistensi sanksi adat dalam sistem peradilan pidana nasional yang berbasis pada 
hukum tertulis (Afandono Cahyo Putranto, 2025) 

Pembahasan mengenai keberadaan hukum adat dalam hukum pidana 
Indonesia semakin berkembang seiring dengan adanya pembaharuan hukum pidana 
nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu gagasan penting yang diakomodasi 
dalam KUHP tersebut adalah konsep living law atau hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap norma-norma yang 
berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai salah satu sumber 
hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum pidana. 
Pengakuan terhadap living law tersebut menunjukkan adanya perubahan 
paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya sangat 
dipengaruhi oleh positivisme hukum menuju pendekatan yang lebih responsif 
terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat (Saputra, 2025). 

Pengaturan mengenai living law dalam KUHP 2023 juga memberikan ruang 
bagi hakim untuk mempertimbangkan norma adat dalam menjatuhkan putusan 
pidana. Dalam konteks tersebut, sanksi adat dapat diakomodasi sebagai bentuk 
pemenuhan kewajiban adat yang berfungsi sebagai sanksi tambahan dalam sistem 
pemidanaan. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi dipandang sebagai sistem 
hukum yang terpisah dari hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem 
hukum nasional yang dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan 
substantif di masyarakat (Ari, 2025) 

Selain itu, mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat juga dinilai 
sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang 
saat ini semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan 
keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan 
musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk 
memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. 
Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam hukum adat yang mengedepankan perdamaian, keseimbangan sosial, serta 
tanggung jawab kolektif masyarakat 

Walaupun demikian, upaya integrasi antara hukum adat dan sistem peradilan 
pidana nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama 
berkaitan dengan aspek kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. 
Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi adat dikhawatirkan dapat menimbulkan 
potensi diskriminasi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern 
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apabila tidak diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, 
diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sanksi adat 
dapat diakui dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana tanpa mengabaikan 
prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Di sisi lain, keberadaan hukum adat juga memiliki potensi besar dalam 
mendukung proses pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual 
dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat. Integrasi antara hukum adat dan 
hukum negara dapat menjadi alternatif dalam menciptakan sistem peradilan pidana 
yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengakomodasi 
nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat, sistem hukum 
nasional diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum, yaitu 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sanksi 
adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan fenomena yang tidak 
dapat diabaikan. Hukum adat tidak hanya berperan sebagai norma sosial dalam 
masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki 
relevansi dengan perkembangan konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana 
modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi 
sanksi adat dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji 
bagaimana integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional dapat 
dilakukan guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan selaras dengan 
nilai-nilai sosial masyarakat. 
 
METODE  

Analisis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative 
legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, serta doktrin hukum 
yang berkaitan dengan eksistensi sanksi adat dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang 
menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum yang 
digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Pendekatan 
ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan 
fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang digunakan 
dalam analisis ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case 
approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai 
peraturan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum 
nasional, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan 
untuk menganalisis konsep sanksi adat, hukum pidana adat, serta konsep living law 
yang berkembang dalam kajian hukum pidana modern. (Wiraguna, 2024) 

Sumber data dalam analisis ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan 
hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek 
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penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel ilmiah, serta jurnal 
nasional dan internasional yang membahas hukum adat dan sistem peradilan 
pidana. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia 
hukum, dan sumber  `referensi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 
menelaah berbagai literatur hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 
eksistensi sanksi adat dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Konsep Sanksi Adat dalam Hukum Pidana Adat  

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang 
mengatur berbagai perbuatan yang dianggap melanggar norma yang berlaku dalam 
masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Dalam 
kehidupan masyarakat adat, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana 
pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan 
serta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep sanksi 
dalam hukum pidana adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 
sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada 
pemberian hukuman formal oleh negara. 

Secara konseptual, sanksi adat dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial 
masyarakat terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma yang hidup dalam 
komunitas adat. Pemberian sanksi tersebut umumnya dilakukan melalui lembaga 
adat atau tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik yang 
terjadi di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, tujuan utama dari pemberian 
sanksi adat bukanlah untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk 
mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. 
Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki orientasi yang 
bersifat restoratif, yaitu berupaya memulihkan kondisi masyarakat agar kembali 
harmonis seperti sebelum terjadinya pelanggaran. 

Dalam penerapannya, bentuk sanksi adat sangat beragam dan dipengaruhi 
oleh nilai-nilai, tradisi, serta kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing 
masyarakat adat. Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran denda adat, kewajiban 
melaksanakan ritual tertentu, pemberian ganti kerugian kepada korban, hingga 
kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. 
Pada beberapa komunitas adat, sanksi juga dapat berupa pengucilan sosial atau 
kewajiban melaksanakan kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
perbuatan yang dilakukan. Keberagaman bentuk sanksi tersebut menunjukkan 
bahwa hukum adat memiliki sifat yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan 
kondisi sosial masyarakat setempat. 

Salah satu karakteristik utama dari sanksi adat adalah orientasinya yang lebih 
menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan 
masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang saat ini 
berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam pendekatan keadilan 
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restoratif, penyelesaian perkara pidana tidak hanya difokuskan pada pemberian 
hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban 
serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, 
mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat sering dipandang mampu 
memberikan keadilan yang lebih substantif dibandingkan dengan sistem peradilan 
pidana formal yang cenderung bersifat retributif. 

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya upaya 
untuk mengakomodasi keberadaan sanksi adat dalam sistem hukum nasional. Hal 
ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai konsep living law dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Konsep tersebut mengakui bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari 
peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga dari norma-norma yang hidup 
dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Dalam KUHP yang 
baru, pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi 
tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum adat dan 
hukum pidana nasional dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih 
responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. 

Dengan demikian, sanksi adat dalam hukum pidana adat tidak semata-mata 
berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk 
memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pengakuan terhadap 
keberadaan sanksi adat dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa hukum 
adat masih memiliki peran yang penting dalam perkembangan hukum pidana di 
Indonesia. Oleh karena itu, upaya integrasi antara hukum adat dan hukum pidana 
nasional perlu terus dikembangkan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang 
lebih adil, efektif, serta selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam 
masyarakat. 

 
Eksistensi Sanksi Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak 
dapat dipisahkan dari karakter masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan 
memiliki keberagaman nilai hukum. Di samping hukum negara yang bersifat formal 
serta tertulis, terdapat pula hukum adat yang berkembang secara turun-temurun di 
tengah masyarakat sebagai bagian dari living law. Hukum adat tidak hanya berfungsi 
sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, tetapi juga sebagai 
sarana penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 
kerangka tersebut, sanksi adat menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh 
masyarakat adat untuk menegakkan norma serta menjaga keseimbangan sosial 
dalam kehidupan komunitas. 

Dalam praktiknya, penerapan sanksi adat masih banyak ditemukan di 
berbagai daerah di Indonesia, terutama pada masyarakat yang masih 
mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosialnya. Mekanisme 
penyelesaian konflik melalui lembaga adat sering dipilih oleh masyarakat karena 
dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai 
dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Proses penyelesaian perkara 
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melalui peradilan adat umumnya melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, serta 
para pihak yang bersengketa melalui proses musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan bersama. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki 
peran penting sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar sistem 
peradilan formal negara. 

Keberadaan sanksi adat juga berkaitan erat dengan perkembangan konsep 
keadilan restoratif (restorative justice) yang saat ini semakin berkembang dalam 
sistem peradilan pidana modern. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan 
pada penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan 
masyarakat dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat 
terjadinya tindak pidana. Prinsip ini selaras dengan karakteristik hukum adat yang 
mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial serta terciptanya perdamaian 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara melalui 
peradilan adat sering dipandang mampu memberikan solusi yang lebih menyeluruh 
dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembalasan. 

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional 
semakin terlihat dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) mengakomodasi konsep living law, yaitu hukum yang hidup dan 
berkembang di dalam masyarakat, sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem 
pidana nasional. Melalui pengaturan tersebut, pelanggaran terhadap norma yang 
hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 
penjatuhan sanksi pidana, termasuk dalam bentuk pemenuhan kewajiban adat 
sebagai sanksi tambahan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap 
eksistensi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Meskipun demikian, proses integrasi antara hukum adat dan sistem peradilan 
pidana nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama 
berkaitan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana 
modern. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana 
apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara 
itu, hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan berkembang secara dinamis 
mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik ini 
menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kepastian 
hukum yang dihasilkan oleh hukum tertulis dengan fleksibilitas hukum adat yang 
mencerminkan nilai sosial masyarakat. 

Di samping itu, penerapan sanksi adat juga perlu memperhatikan prinsip 
perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan praktik diskriminatif 
ataupun bertentangan dengan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya 
mekanisme pengawasan serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum 
negara agar penerapan sanksi adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum 
nasional yang menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum. 

Dengan demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan yang 
signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap konsep living law 
dalam pembaharuan hukum pidana nasional menjadi langkah penting dalam 
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mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum negara. Integrasi 
tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih 
responsif, humanis, serta selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam 
masyarakat Indonesia. 

 
Integrasi Sanksi Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 

Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak 
dapat dipisahkan dari karakter masyarakat Indonesia yang bersifat plural serta 
memiliki keragaman sistem hukum. Selain hukum negara yang bersifat formal dan 
tertulis, masyarakat Indonesia juga mengenal hukum adat yang tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan sosial. Hukum adat merupakan seperangkat norma 
yang lahir dari kebiasaan serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-
temurun. Dalam ranah hukum pidana, hukum adat mengatur berbagai perbuatan 
yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat serta 
menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Keberadaan hukum adat ini 
menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada 
hukum positif yang tertulis, tetapi juga pada hukum yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat (living law) yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. 

Dalam praktiknya, penerapan sanksi adat masih banyak dijumpai dalam 
penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat, terutama di 
daerah yang masih mempertahankan struktur sosial adat secara kuat. Penyelesaian 
perkara melalui mekanisme adat umumnya dilakukan melalui lembaga adat yang 
dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas. Proses penyelesaian konflik 
biasanya dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, serta masyarakat 
untuk mencapai kesepakatan yang mampu memulihkan hubungan sosial yang 
terganggu. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya 
berfungsi sebagai sarana pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga 
keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Keberadaan sanksi adat juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep 
keadilan restoratif (restorative justice) yang berkembang dalam sistem peradilan 
pidana modern. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian 
konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna memulihkan 
hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, 
hukum adat memiliki kesamaan prinsip dengan pendekatan tersebut karena 
keduanya mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama 
penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, penerapan sanksi adat sering dipandang lebih 
efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dibandingkan dengan sistem 
peradilan pidana formal yang cenderung bersifat retributif atau berorientasi pada 
penghukuman semata. 

Walaupun sistem peradilan pidana Indonesia secara formal berlandaskan 
pada hukum tertulis, keberadaan hukum adat tetap mendapatkan pengakuan dalam 
sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penerapan hukum adat 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. 
Selain itu, eksistensi masyarakat hukum adat juga diakui secara konstitusional dalam 
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Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan 
selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, penerapan sanksi adat memiliki dasar legitimasi 
konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. 

Di samping pengakuan secara konstitusional, keberadaan sanksi adat juga 
tercermin dalam praktik penegakan hukum di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam 
beberapa kasus, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan sebelum 
perkara tersebut diproses melalui sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan 
bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat masih menjadi pilihan 
bagi sebagian masyarakat karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu 
memberikan rasa keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai lokal. Bahkan dalam 
beberapa kondisi, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dapat membantu 
mengurangi beban lembaga peradilan formal sekaligus mencegah munculnya 
konflik sosial yang lebih luas di masyarakat. 

Namun demikian, penerapan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama 
berkaitan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana 
modern. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana 
apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara 
itu, hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan berkembang secara dinamis sesuai 
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut 
sering menimbulkan perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum 
nasional yang menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis. 

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan sanksi adat berkaitan dengan 
perlindungan hak asasi manusia serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 
kewenangan oleh lembaga adat. Dalam beberapa situasi, penerapan sanksi adat yang 
tidak diawasi dengan baik berpotensi menimbulkan diskriminasi atau perlakuan 
yang tidak sejalan dengan prinsip hukum modern. Oleh karena itu, integrasi antara 
hukum adat dan hukum negara perlu dilakukan secara hati-hati agar penerapan 
sanksi adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang menjunjung 
tinggi keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Dengan demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam 
kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial 
yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian 
konflik yang mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, 
pengakuan terhadap sanksi adat dalam sistem hukum nasional perlu terus 
dikembangkan melalui upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara 
agar tercipta sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial 
serta kearifan lokal masyarakat Indonesia. 

 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 4 Number 2, 2026 
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  6030 
 

Copyright; Renhard Imanuel, Andika Wijaya, Rizki Setyobowo Sangalang 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa sanksi adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum adat 
yang hingga saat ini masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. 
Dalam perspektif hukum pidana adat, sanksi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk 
pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk 
memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan antara 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana 
adat memiliki karakter yang berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang 
lebih menitikberatkan pada proses penghukuman melalui mekanisme peradilan 
negara. Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih 
memiliki peranan yang cukup penting, terutama pada masyarakat yang tetap 
menjadikan nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Penyelesaian 
perkara melalui lembaga adat sering dipandang lebih efektif dalam menciptakan 
perdamaian sekaligus menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Selain itu, 
penerapan sanksi adat juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang 
berkembang dalam sistem peradilan pidana modern, karena keduanya sama-sama 
menekankan pada pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku 
terhadap korban dan masyarakat. 

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap 
konsep living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya untuk 
mengakomodasi serta mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum 
nasional. Integrasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem 
hukum yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum serta nilai-nilai kearifan 
lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, penerapan 
sanksi adat tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, 
serta perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan 
pertentangan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui pengaturan yang 
jelas serta mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, sanksi adat 
dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang mampu 
menghadirkan keadilan yang lebih substantif, berorientasi pada perdamaian, serta 
selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. 
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